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syARAT~syARAT UMUM KONrRAK

A.   KHENruAN UMUM

1.     Definisi Istilah~istilah     yang     digunakan     dalam     Syarat-
Syarat   Umum   Kontrak   selanjutnya   disebut   SSUK
harus  mcmpunyai  arti  atau  tal`siran  sepcrti  yang
diniaksudkan sebagai berikut:

1.1     Aparat   Pengawas   lntern   Pemerintah   yang
sclanjutnya   disinghat   APIP   adalah   aparat
yang  melakukan  pengawasan  melalui  audit,
rcviu,   pcmantaunn,   evalunsi,   dan   kegiatan
pengawasan  lain  terhadap  pcnyelcnggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.

1.2    Bagian    pekerjaan    yang    disubkontrakkan
adalah     bagian     pekerjaan     ufama     yang
pelaksanaannya  diserahkan  kepada  Penyedia
lain    (Subpenyedia)    dan    disetujui    terlebih
dahulu olch Pejabat Pcnandatangan Kontrak.

1.3    Tim Pendulnmg adalah tim atau  perorangan
yang      ditunjuk/ditetapkan      oleh      Pejabat
Penandrtangan Kontrak yang bcrtugas untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.4     Harga       Kontrak      adalah       total       harga
pelaksanaan     pekeriaan     yang     tercantum
dalam Kontrak.

1.5    Harga   Perkiraan   Sendiri   yang   selanjutnya
disinghat     HPS     adalah     perkirann     harga
barang/jasa  yang  ditetapkan  oleh  PPK yang
telah       memperhifungkan       biaya       tidak
langsung,        keunfungan ,        dan         Paj ak
Pertambahan Nilai.

1.6    ]adwal  Pelaksanaan Pekeljaan adalah jadwal
yang  menunjukkan  kebutuhan  waktu  yang
diperlukan  untuk  menyelesaihan  pekerjaart,
tcrdiri  atas  tahap  pelaksanaan  yang  disusun
secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan
dan  dirincikan  sampai  ke  satuan  hari  keria.
jadwal  Pclaksanaan  digunakan  untuk  untuk
menghitung  kesesuaian   Rincian   Komponen
Remunerasi   Personel   dan   Biaya   I,angsung
Non Personel.

1.7     Kerangha    Acunn    Kerja    yang    selanjutnya
disebut KAK adalah yang disusun oleh Pejabat
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Nil:

Pcnandatangan   Kontrak  untuk  menjelaskan
tuj urn ,         lingkup         j asa         konsu ltansi ,
produk/output   serta    input/keahlian   yang
dipcrlukan    untuk    pelaksanaan    pckerjaan
berdasarkan Kontrak ini.

1.8    Keadean  Kahar  adalah  suatu  keadafln  yang
tcrjadi  di  luar  kchendak  para  pihak  dalam
kontrak    dan     tidak    dapat    diperkirakan
sebelumnya,      sehingga      kewajiban      yang
ditentukan    dalam   Kontrak   menjadi    tidak
dapat dipenuhi.

1.9     Kezja     Sama     Operasi     yang     selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar
I'enyedia       yang       masing-masing       pihak
mcmpunyai   hak,   kewajiban   dan   tanggung
jawab   yang   jelas   berdasarkan    perjanjian
tertulis;

1.10  Kontrak Kezja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak  adalah  kescluruhan  dokumen  yang
mengatur  hubungan  hukum  antara  Pejabat
Penandatangan    Kontrak    dcngan    Penyedia
dalam        pelaksanaan       jasa        konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

I.1]   Kontrak     Lumsum     adalah     Kontrak    jasa
Konsultansi   dengan   ruang   lingkup,   waktu
pelaksanaan      pekeriaan,      dan      produk/
keluaran   dapat   didcfinisikan   dcngan   jelas
dengan    pembayaran    senilai    harga    yang
dicantumkan        dalam        Kontrak       tanpa
meit`perhatikan rincian biaya.

1.12  Kuasa Pengglma Anggaran pada pelaksanaan
AlnoN yang selanjutnya disingkat KI'A adalah
pejabat   yang   mcmpcrolch   kuasa   dari   PA
untuk  mclaksanakan  sebagian  kewcnangan
dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran
pada    Kcmcnterian    Ncgara/Lcmbaga    yang
bersangkutan.

1 . 1 3  Kulsa Penggurm Anggaran pada Pelaksanaan
APBD  yang  selanjutnya  disebut  KPA,  adalah
pejabat       yang       diberi       kuasa       untuk
melaksanakan    sebagian    kewenangan    PA
dalam    mclaksanakan   scbagian   tugas   dan
fungsi perangkat daerah;

1.14  Masa      Kontrak      adalah     jangka      waktu
berlakunya    Kontrak    ini     tcrhitung    sejak
tanggal   penandatanganan   Kontrak   sampai
dengan         selesainya         pekerj aan         dan
tcrpenuhinya hak dan kcwajihan para pihak.
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1.15  Masa   Pelaksanann   Kontrak   adalah   jangka
waktu      untuk      ntelaksanakan      Kontrak,
dihitung   sejak   Tanggal   Mulai   Kerja   yang
tercantum    dalani    SPMK    sampai    dengan
Tanggal Penyerahan Pekerj aan

1 . 1 6  Pehaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau   badan    usaha,   baik   yang   bcrbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum
yang    didirikan    dan    berkedudukan    atau
melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum
negara    Republik    Indonesia,    balk    sendiri
maupun   bersama~sama   melalui   perjanjian
mcnyelcnggarakan    kcgiatan    usaha    dalani
berbagai bidang ekonomi.

1.17  Pejahat          yang          Berwenang          untuk
Menandrtangani  Kontrak  yang  sclanjutnya
disebut     Pejahat     Penandatangan     Kcintrak
adalah  pejabat  yang  memiliki  kewenangan
un tuk          mengikat          pc rj anj ian          atau
menandatangani  Kontrak  dengan  Penyedia,
dapat bcrasal dari PA, KPA, atau Pl'K.

1.18  Pengguna      Anggaran      yang      sclanjutnya
disingkat    PA    adalah    pejabat    pemegang
kewenangan          pciiggunaan          aliggaran
Keinentcrian        Ncgara/I.cmbaga/perangkat
daerah.

1.I9  Penyedia      adalah      Pelaku      Usaha      yang
menycdiakan       barang/jasa       berdasarkan
Kontrak.

1.20  Personel    lnti    adalah    orang    yang    akan
ditempatkan   secara   penuh   sesuai   dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan  serta  posisinya  dalam  manajemen
pelaksanaan      pckerjaan       sesuni      dcngan
or8anisasi  pelaksanaan yang diajukan  untuk
melaksanakan pe kerjaan.

1.21  Personel Pendukung adalah orang yang akan
ditempatkan   secara   penuh   sesuai   dengan
persyaratan yang ditetapkan dalani Dokumcn
Pemilihan  serta  posisinya  dalam  manajeitien
pelaksanaan      peker)aan      sesuai      dengan
organisasi  pelaksanaan  yang  diajukan  untuk
melaksanakan     pekerjaan,     namun     tidak
dievaluasi dalam proses pertiilihan.

1.22  Rincian Biaya lmgsung Non Personel adalah
rincian    biaya    langsung    yang    diperlukan
untck menunjang pelaksanaan Kontrak yang
dibunt     dengan     mcmpertimbangkan     dan
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berdasarkan   harga  pasar  yang   wajar   dan
dapat   dipertanggungjawabkan   serta   sesuai
dengan    perkiraan    kegiatan.    Biaya    Non
Personel  dapat  dibayarkan  secara  Lunisum,
Harga  Satuan  dan/atau  penggantian  biaya
sesuai yang dikeluarkan (a/ COLSD .

1.23  Rincian    Komponen    Remunerasi    Personel
adalah      rincian      biaya      langsung      yang
diperlukan    untuk    membayar    remunerasi
personcl   berdasarkan    Kontrak.    Komponen
Remunerasi Personel telah memperhitungkan
gaji  dasar  (bziJ/.c  sz/any),  beban  biaya  sosial
(jcot'jz/     charge),     beban      biaya      umum
(oM€r4cflc7 c`osD , dan keuntungan (firo/I.C/rcc) .
Biaya    I-angsung    Pcrsonel    dapat    dihitung
menurut    jumlah    satuan    waktu    tertcntu
®ulan      (SBOB),     minggu      (SBOM),     hari
(SBOH), atau jam  (SBO)))

I.24  Sanksi   Daftar   Hitam   adalah   sanksi   yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa     larangan     mengikuti     Pengadaan
Barang/jasa                      d i                       se I uruh
Kementerian/I.emhaga  dalam  jangka  waktu
tertentu.

I.25  Subpenyedin        adalah        I'cnyedia        yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia  pelianggung jawab  kontrak,  untuk
mcl aksanakan            sebagian            pe kcriaan
(subkontrak).

1.26  Surat   ]amimn    yang    selanjutnya    disebut
]aminan     adalali     jaminan     tertulis     yang
dikeluarkan  oleh  Bank  Umum/  Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan     Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang      pembiayaan,      penjaminan,      dan
asuransi        untuk        mendorong        ekspor
Indonesia/konsorsium   Pcrusahaan   Asuransi
Umum / konsorsium                                Lembaga
Penj am i nan / kon sorsi urn                  Perusahaan
Penjaminan  sesuni  dengan  ketentuan  dalam
peraturan perundang -undangan.

1.27  Surat Perintah Muhai Kerja yang  selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  kepada
Penyedia     untuk     memulai     melaksanakan
pekeljaan.

1.28  Tanggal  Mulai   Ken.a  adalah   tanggal  yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan olch
Pejabat      Penandatangan      Kontrak     untuk
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2.     Penerapan

3.     Pemischan

4.     Bahasodan Hukum

5.     Korespondensi

memulai mclaksanakan peker]aan.

1.29  Tanggal      Penyerahan      Pekerjaan      adalah
tanggal       penyelesaian       pekerjaan       jasa
Konsultansi ini olch Penyedia dan dinyatakan
dalam  Berita  Acara  Serah  Terima  Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

SSUK  diterapkan   secara  luas  dalam   pelaksanaan
Pekeriaan  ]asa   Konsultansi   Konstrukei   ini   tetapi
tidak    dapat    bcrtenfangan    dcngan     kctentuan~
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan unitan hierarki dalani Kontrak.

/ika   salah   satu   atau   beberapa   ketcntunn   dalam
Kontrak   ini   berdasarkan   Hukum   yang   Berlaku
mcnjadi  tidak  sah,  tidak  berlaku,  atau  tidak dapat
dilaksanakan  maka  kctcntunn~ketentunn  lain  tetap
berlaku secara penuh.

4.I     Bahasa      Kontrak      harus      dalam      Bahasa
Indonesia

4.2     Dalam  hal  Kontrak  dilakukan  dengan  pihak
asing  harus  dibunt  dalam  bahasa  Indonesia
dan    bahasa    lnggris.    Dalam    hal    tcriadi
perselisihan  dengan  pihak  asing  digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.

4.3     Hukum yang digunakan  adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.

Semua  pcmberitahunn,  pemohonan,  persctujuan,
dan/atau     korespondcnsi     lainnya     berdasarkan
Kontrak   ini   harus   dibuat   secara   tertulis   dalam
Bahasa        Indonesia,        dan        dianggap        telah
dibcritahukan  kepade   Para  Pihak  atau  wakil  sah
Para Pihak jiha telah disampaihan secara langsung,
disampaikan      mclalui      surat      tercatat,      c~r7/a/'/,
dan/atau  faksimili  sebagaimana  tercantum  dalam
SSKK.

6.     Wakilschparapihak       6.I     Sctiap     tindakan    yang    disyaratkan     atau
diperbolehkan  untuk  dilakukan,  dan  sctiap
dokumen         yang         disyaratkan         atau
diperbolehkan    untuk    dibunt    berdasarkan
Kontrak    ini    oleh    Pejabat    Penandatangan
Kontrak      atau      Penyedia      hanya      dapat
dilakukan  atau  dibuat  olch  Wakil  Sah  Para
Pihak  atau  pejabat  yang  disebutkan  dalam
SSFK  kecuali  untuk  melakukan  perubahan
kontrak.

6.2     Kewenangan   Wakil   Sah   Para   Pihak  diafur
dalam  Surat  Keputusan  dari  Para  Pihak  dan



-15-

7.    Larangan rmpsi,
Kolusi dan/atau
Nepotisme,
Penyahahgt-
Wewenang serfs
Penipunn

8.    Pembukun

9.     Perpajakan

harus   disampaikan   kepada   masing~masing
pihak.

7.1     Berdasarkan   etika   pengadean   barang/jasa
pemcrintah, para pihak dilarang untuk :
a.     menawarkan,           menerima           atau

menjanjikan     untuk     memberi     atau
menerima  hadiah  atau  imbalan  berupa
apa    saja    atau    melakukan    tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;

b.     mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau

c.     membunt     dan/atau      menyampaikan
sccara  tidak  benar  dokumen  dan/atau
kcterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan  dan  pelaksanaan  Kontrak
ini.

7.2     Pcnyedia          menjamin          bahwa         yang
bersangkutan  (termasuk semua anggota  KSO
apabila berbentuk KSO)  dan  Subpcnyedianya
Oika   ada)    tidak   pernah   dan   tidak   akan
melakukan tindakan yang dilarang di atas.

7.3     I'enyedia   yang   mcnurut   penilaian   Pcjabat
Penandatangan  Kontrak  tcrbukti  melakukan
larangan~larangan  di  atas  dapat  dikenakan
sanksi~sanksi     administratif     oleh     Pcjabat
Penandatangan Kontrak scbagai berikut:
a.     pemutusan Kontrak;
b.     sisa    unng   muka   harus   dilunasi   oleh

Pcnyedia    atau   jaminan    Uang    Muka
dicairkan   dan   disetorkan   sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan

c.     dikenakan sankei daftar hitam.

7.4     Pengenaan     sanksi     administratif    di     atas
dilaporkan     olch     Pejabat     Penandatangan
Kontrak kepada PA/KPA.

7.5     Pejabat penandatangan Kontrak yang terlibat
dalam   korupsi,  kolusi,  dan/atau   nepotisme
dan  penipuan  dikenakan  sanksi  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang ~undangan.

Penyedia diharapkan  untuk  melakukan  pencatatan
keuangan  yang  akurat  dan  sistematis  sehubungan
dengan   pelaksanaan   pekerjaan   ini   berdasarkan
standar akunfansi yang berlaku.

I'enyedia,   Subpenyedia   Oiha   ada)   dan   personel,
yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar
scniun pajak, bea, rctribusi, dan pungutan lain yang
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10.  Pengalihan dam/atau
Subkontrck

11.   Pengabainn

12.  Penyedia Mandiri

13.   KSO

dibebankan     oleh     peraturan     perpajakan     atas
pelaksanaan    Kontrak    ini.    Semun    pengeluaran
perpajakan   ini   dianggap   telah   tei.masck   dalam
Harga Kontrak.

10.1   Pengalihan        seluruh        Kontrak        hanya
diperbolehkan  dalam  hal  pergantian  mama
Penycdia,    baik    sebagai    akibat    pcleburan
(merger) , konsolidasi, atau pemisahan.

IO.2  Penyedia      dapat     bekerja      sama     dengan
penyedia    lain    dcngan    mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama
dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam
SSKK.

10.3  Penyedia   hanya    boleh    mensubkontrakkan
s€bagian         pckerj aan         dan         dilarang
mcnsubkonlrakkan scluruh pekerjaan.

10.4  Penyedia    hanya    boleh    mensubkontrakkan
pckcljaan   apabila   pckerjaan   terscbut   scjak
awal  di  dalam  Dokumen  Scleksi  dan  dalam
Kontrak diij inkan untuk disubkontrakkan.

10.5  Penyedia    hanya    boleh    mensubkontrakkan
pekerjaan     sctelah    mendapat    persctujunn
tertulis  dari  Pejabat  Penandatangan  Kontrak.
Penyedia tctap berfanggungjawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.6  /iha    ketentunn    di    atas    dilanggar    maka
Penycdia dikenakan sanksi yang diatur dalam
SSKK.

]iha  terjadi  pengabaian  oleh  satu  Pihak  terhadap
pelanggaran ketentuan  tcrtcntu Kontrak olch Plhak
yang lain  maka  pcngabaian  tcrsebut  tidak menjadi
pengabaian    yang    terus-menerus    selama    Masa
Kontrak atau sekctika menjadi pengabaian tcrhadap
pelanggaran    kctcntunn    yang    lain.    Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis  dan  difandatangani  oleh  Wakil  Sah  Pihak
yang mclakukan pengabaian.
Penyedia   berdasarkan   Kontrak   ini   bertanggung
j awab        pen uh         tcrhadap        persoii cl        dan
Subpenyedianya   ¢iha  ada)   serta   pekerjaan   yang
dilakukan oleh mereka.

KSO   memberi   kunsa   kepada   salah   satu   anggota
yang    disebut    dalam    Surat    Perjanjian    untuk
berdndak atas  naina  KSO  dalam  pelaksanaan  hak
dan   kcwajiban   terhadap   Pejabat   Penandatangan
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14.  Pengaw-
Pehaksanann Pekerjan

Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14.1   Pejabat      Penandatangan      Kontrak      dapat
mengangkat     Tim     Pendukung           untuk
mc lakukan         pcngawasan         pe laksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak ini.

14.2  Tiln     Pendukung          dapat     menggunakan
wcwcnang  yang  diberikan  kcpadanya  olch
Pejabat      Penandatangan      Kontrak     untuk
bertindak sesuai ketentuan Kontrak.

14.3  Dalam    mclaksanakan    kewajibannya,    Tim
Pendukung   selalu bertindak profesional. jika
tercantum    dalam    klausul    6.1    SSKK,   Tim
Pcndukung    dapat  bertindak  sebagai  Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

8.   PEIAKSANAAN, pENyELESAIAN, ADENDUM DAN pEMUTusAN Kor`rrRAK

15.  ~ Kontrck

8.1  Pehksanann Pekerjaan

16.  Penyerahan/Pemberian
Akes lokasi Kerja
(apabiha diperlukan)

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Surat  Perjanjian  oleh   Para  Pihak  sampai  dengan
Tanggal    Penyerahan    Pekerjaan    dan    hak    dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.

16.I   Sebelum       pcnycrahan/pemberian       akses
lokasi keria dilakukan pcninjaunn lapangan
bersama.

16.2  Pejabat             Penandatangan             Kontrak
bcrkewaj iban                                             untuk
menyerahkan/memberi   akses   lokasi   kerja
sesuai    dcngan    kcbutuhan    Penyedia    dan
discpakati   oleh   para   pihak   dalam   rapat
persiapan penandatanganan Kontrak, untuk
melaksanakan       pekerjaan       tanpa       ada
hambatan  kepada  Penyedia  sebelum  SPMK
diterbitkan.

16.3  Hasil        peninjauan        dan        penyerahan
ditunngkan  dalam  bcrita acara  penyerahan
lokasi kerja.

16.4  jiha  dalam  pcninjaunn   lapangan   bersama
ditemukan          hal ~hal          yang          dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maha
peruhahan     tersebut     harus     dituangkan
dalam  Berita Acara  yang  selanjutkan  dapat
ditunngkan dalam adendum Kontrak.

16.5  jika  Pcjabat  Penandatangan  Kontrak  tidak
dapat    menyerahkan    lokasi    kerja    sesuni
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17.   Surat Perintah Mulai
Keria (SPMK)

18.  Program Mutu

kebutuhan   Pcnyedia   untuk   mulai   bekerja
pada      Tanggal      Mulai       Kerja      untuk
melaksanakan     pekerjaan     dan     terbckti
merupakan        suatu       hanibatan       yang
disebabkan    oleh    Pejabat    Penandatangan
Kontrak,    maka     kondisi    ini    ditetaphan
sebagai Pcristiwa Kompcnsasi.

17.1  Pejabat             Penandatangan             Kontrak
menerbitkan     SPMK    paling     lambat     14
(empat    belas)    hari    keria    sejak    tanggal
penandatanganan  Kontrak  atau  14  (empat
be las)                hari               kerj a                sej ak
pcnyerahan/pcmberian   akscs   lokasi   kerja
(apabila ada) .

17.2  Tanggal     penandatanganan     SPMK     olch
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  ditetapkan
sebagai     tanggal    mulai     berlaku    efektif
Kontrak.

18.1   Pcnyedia                berkewajiban                untuk
mempresentasikan       dan       menyerahkan
Program  Mutu  scbagai   penjaminan   mutu
pelaksanaan       pekerjaan       pada       rapat
persiapan  pelaksanaan  Kontrak,  kemudian
dibahas      dan      disetujui      olch      Pcjabat
Penandrtangan Kontrak.

18.2  Program Mutu disusun paling sedikit berisi:
a.    Informasi   mcngenai   pekerjaan   yang

akan dilaksanakan;
b.   organisasi kerja penyedia;
c.   jadwal Pelaksanaan Pckerjaan;
d.   jadwal   penugasan   Personel   Inti   dan

Personcl Pendukung;
e.    Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f.    Proscdur instruksi kerja; den
9.    Pelaksana kerja.

I 8.3  I'enycdia         wajib         mencrapkan         dan
mengendalikan pelaksanann Program Mutu
secara   konsisten   untck   mencapai   mutu
yang    dipersyaratkan     pada     pelaksanaan
pekerjaan ini.

18.4  Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan
kondisi pekerjaan

18.5  Penyedia               berkewajiban               untuk
memutakhirkan  Program  Mutu jika  terjadi
Adendum     Kontrak     dan/atau     Peristiwa
Kompensasi.

18.6  Pemutakhiran       Program      Mutu      harus
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19.   RIpat persinprn
Pelaksanaan Kontrak

ZO.   Mobilisasi

menunjukkan     perkembangan     kcmajlran
setiap  peker]aan  dan  dampaknya  terhadap
penjadwalan     sisa     pekerjaan,     termasuk
perubahan     terhadap    urutan    pekcrtyaan.
Pemutakhiran      Program      Mutu      hanis
mendapatkan           persetuj uan           Pej abat
Pcnandatangan Kontrak.

18.7  Persetujunn Pejabat Penandetangan Kontrak
terhadep  Program  Mutu  tidak  mengubah
kcwajiban kontraktunl I'enycdia.

19.1   Paling lambat  7  (tujuh)  hari  kalender  sejak
diterbitkannya       SPMK       dan       sebelum
pelaksanaan             pekcrjaan ,             Pej abat
Penandatangan   Kontrak,   Tim   Pendukung
(apabila   ada),   bersama   dengan   Penycdia
dan  pihak  lain  yang  ditunjuk  olch  Pejabat
Penandatangan     Kontrak,     harus     sudah
menyc lcnggarakan         rapat         persiapan
pclaksanaan kontrak

19.2  Beberapa  hal  yang  dibahas  dan  disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi,
a.     Program Mutu;
b.     organisdsi kcrja dan jadwal penugasan

personel;
c.     kesesuaian    personcl    dan    peralatan

dengan persyaratan Kontrak;
d.     tata    cara    pengaturan    pelaksanaan

pekerjann;
e.     Rencana   Keija/  /adwal   Pelaksanaan

Pekerjaan        yang       mcmperhatikan
Keselamatan Konstruksi;

f.     jadwal      mobilisasi      peralatan      dan
personel;

9.     rencana pelaksanaan pemeriksaan dan
pembayaran; dan

h.     hal-hal lain yang diang8ap perlu.

19.3  Pada  tahapan  Rapat  Pcrsiapan  Pelaksanaan
Kontrak,       PA/KPA       dapat       mcmbentuk
Pej abat / Panitia         Pe neliti         Pelaksanaan
Kontrak.

19.4  Hasil  rapat  pcrsiapan  pelaksanaan  Kontrak
ditiranghan    dalam    Berita    Acara    Rapat
Persiapan  Pelaksanaan  Kontrak dan  apabila
mengakibatkan    pcrubahan     isi     Kontrak,
maka   harus  dituangkan   dalam   adendum
Kontrak

20.1  Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
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dilaksanakan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)
hari  kalender  sejak diterbitkan  SPMK,  atau
sesuai  kebutuhan  dan  Rencana  Kerja  yang
discpakati saat Rapat Pcrsiapan Pelaksanaan
Kontrak.

20.2  Mobilisasi dilakukan sesuni dengan lingkup
pekcrjaan,  yaitu :
a.     mendatangkan tenaga ahli;
b.    mendatangkan      tenaga      pendukung;

dan/atau
c.     menyiapkan peralatan pendukung.

20.3  Mobilisasi   peralatan   dan   personel   dapat
dilakukan   sccara  bertahap   scsuai   dengan
kebutuhan.

20.4  Kendala      dalam      mobilisasi      dilaporkan
kepada    Pejabat    Pcnandatangan    Kontrak
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

8.2  Pengendalinn Walrfu

21.   Wakhi penyelesaian
Pekezjan

21.1   Kecuali        Kontrak       diputushan        untuk
dilaksanakan        lcbih        awal,       Penycdia
berkcwajiban  untuk  memulai  pelaksanaan
pekerjaan  pada  Tanggal  Mulai  Ker|.a,  dan
melaksanakan    pekcrjaan    sesuai    dcngan
Program      Mutu,      serta      mcnyelesaikan
pekerjaan    paling    lambat    selama    Masa
Pclaksanaan     Kontrak     yang     dinyatakan
dalaili SSKK.

21.2  Apabila  Penyedia  berpendapat  tidak  dapat
menyclesaikan     pekerjaan     sesuni     Masa
Pelaksanaan     Kontrak     karcna     di     luar
pengendaliarmya    yang   dapat   dibuktikan
demikian,  dan  Penyedia  telah  melaporkan
kcjadian         terscbut        kepada         Pejabal
Penandatangan   Kontrak,   dengan   disertai
bukti-bukti   yang   dapat   disetujui   Pejabat
Pcnandatangan     Kontrak,     maka     Pejabat
Penandatangan              Kontrak              dapat
membcrlakukan  peristiwa  kompensasi  dan
melakukan           penj adwalan           kembali
pelaksanaan      tugas      Penyedia      dengan
membuat adendum Kontrak.

21.3  /ika   pekerjann   tidak   selesai   sesuai   Masa
Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan
Kahar    atau    Peristiwa    Kompensasi    atau
karena  kesalahan  atau  kelalaian  Penyedia
maka        Penyedia        dikenakan        denda
ketcrlambatan.
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21.4  Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam
klausul   ini   adalah   tanggal   penyelesaian
semun pekerjaan.

22.   Peringatan Dini                     22.1   Pcnyedia               bcrkcwajiban               untuk
memperingatkan   sedini   mungkin   Pejahat
Penandatangan  Kontrak atas  peristiwa atau
kondisi  tcrtcntu yang dapat mempengaruhl
mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak
atau    menunda    penyelesaian    pekerjaan.
Pcjabat     Penandatangan     Kontrak     dapat
memerintahkan            Penyedia            untuk
menyampaikan    secara    tertulis    perkiraan
dampak  peristiwa  atau  kondisi  tcrsebut  di
atas  terhadap  Harga  Kontrak  dan  Tanggal
Pcnycrahan           Pekerj aan.           Pernya taan
perkiraan    ini    harus    scscgera    mungkin
disampaihan oleh Penyedia.

22.2  Penyedia bcrkewajiban  untuk bekcrja sama
dengan    Pejabat    Pcnandatangan    Kontrak
untuk mencegah atau mengurangi danipak
peristiwa atau kondisi tersebut.

23.  Keterhabatan
Pehaksanann Pekerjann

23.1   Apabila   Penyedia   terlambat   mclaksanakan
pekerjaan  sesuai  jadwal  karena  kesalahan
Penycdia,    maha    Pejabat    Penandrtangan
Kontrak    harus    memberikan    peringatan
secara     tertulis     dan     dapat     dilakukan
pengcnaan dcnda keterlambatan.

23.2  Apabila    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
mengakibatkan /akan             me ngakibathan
ketcrlambatan    pekerjaan    sesuni    jadwal,
maka Penycdia wajib mengingatkan I'ejabat
Penandatangan    Kontrak    ketiha    Penyedia
menyadari    atau    seharusnya    mcnyadari
timbulnya keterlambatan terscbut.

23.3  Tika   keterlambatan   tersebut   semata~mata
discbabkan  oleh   kesalahan   atau  kclalaian
Pcjabet     Penandatangan     Kontrak,     maka
diberlakukan peristiwa Kompensasi.

24.   PemberianKesempatan       24.I   Dalam   hal   diperkirakan    Penyedia   gagal
menyelesaikan    pekerjaan    sanpai    Masa
Kontrak       berakhir,        namun        Pejabat
Penandrtangan    Kontrak    menilai    bahwa
Penyedia  maitipu  menyelesaikan  pekerjaan,
Pejabat     Penandatangan     Kontrak     dapat
membcrikan   kcsempatan   kepada  Penycdia
untuk menyelesaikan pekerjaan.

24.2  Pemberian    kesempatan    kepada    Penyedia
untuk    mcnyelesaikan    pekerjaan    dimuat
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dalaiii  adendum  Kontrak  yaiig  didrlamnya
mengatur:

a.     waktu         pemberian         kesempatan
penyelesaian pekerjaan;

b.     pengenaan              sanksi              denda
keterlambatan kepada Penyedia; dan

c.      suniber      dana      untuk      mcmbiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjuthan     ke     Tahun     Anggaran
Berikutnya        dari        DIPA       Tahun
Anggaran          Berikutnya          apabila
pemberian    kesempatan    melampaui
Tahun Anggaran.

24.3  Pemberian    kesempatan    kepada    Penyedia
menyelesaihan    pekerjaan,    sejak    Tanggal
Pcnyerahan Pekerjaan semula terlewati.

24.4  Pemberian    kesempatan    kepada    Penyedia
untuk     mcnyelesaikan     pckerjaan     dapat
melampaui Tahun Anggaran.

8.3  Penyelesainn Kontrak

25.   Serah Terirm pekerjann     25.1 Setelah   pekerjaan   selesai   sesuai   dengan
ketentuan      dalam      Kontrak,      Penyedia
mengajuhan    pei.mintaan    secara    tertulis
kepada    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
untuk scrah terima pekerjaan.

25.2     Serah  terima  hasil  pekerjann  dilakukan  di
tempat    sebagaimana    ditetapkan    dalani
SSKK.

25.3     S€belum  dilakukan  serah   terima,  Pejabat
Penandatangan        Kontrak        melakukan
pemeriksaan    terhadap    hasil    pekerjcan,
yang     drpat     dibantu     oleh     pengawas
pekeriaan dan/atau tim teknis.

2 5.4     Pcmcriksaan           dilakukan           terhadap
kesesunian     hasil     pekerjaan     terhadap
kriteria/spesifikasi  yang  tercantum  dalam
Kontrak.

2 5.5     Pejabat            Penandatangan            Kontrak
berkewajiban untuk memeriksa kebenaran
hasil      pekerjaan      dan/atau      dokumen
laporan      pelaksanaan      pekerjaan      dan
membandingkan    kesesuaiannya    dengan
Kontrak.

25.6     Pejabat   Penandatangan   Kontrak  menolak
serah terima pekerjaan jibe hasil pekerjaan
dan/atau  dokumen   laporan   pelaksanaan
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pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
25.7    Atas     pelaksanaan     serah     terima     hasil

peker]aan, Pejabat Penandatangan Kontrak
membunt    Berita    Acara    Scrah    Terima
(BAST)     yang     ditandafangani     bersama
dengan Penyedia.

25.8    Dalam  hal Pejabat Pcnandatangan  Kontrak
menolak   serah   terima   pekerjaan   maka
dibuat    Berita    Acara    Penolakan    Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada
Penyedia untut memperbaikl,   mengganti,
dan /atau         melengkapi         kekurangan
pekerjacn.

25.9    ]iha      pengoperasian      hasil      pckerjaan
memerlukan      keahlian      khusus      maka
sebelum       pelaksanaan       serah       tcrima
pekerjaan   Penyedia   berkewajiban   untuk
melakukan  pelatihan     ¢ika  dicantumkan
dalam  kontrak).  Biaya  pelatihan  terniasuk
dalam Nilai Kontrak.

2 5.10  I'ejabat  Penandatangan  Kontrak  menerima
hasil    pekerjaan    setelah     scluruh    hasil
pekerjaan   yang   diserahterimakan   sesuni
dengan Kontrak.

25.11  /ika hasil pekerjaan yang diserahterimakan
terlambat   melewati   batas   waktu   akhir
kontrak  karena  kesalahan  atau  kelalaian
Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar
maka       Penyedia       dikenakan       denda
keterlambatan.

8.4  Adendun
Z6.   PerubahanKontrak           26.1  Kontrak     hanya     dapat     diubah     melalui

Adendum Kontrak.

26.Z  Perubahan     Kontrak     dapat     dilaksanakan
apabila   disetujui   oleh   para   pihak,   yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

a.     perubahan pekerjaan;
b.     perubahan harga Kontrak;
c.     perubahan         jadwal         Pelaksanaan

Pekerjaan;
d.     perubahan personel lnti; dan/atau
e.     perubahan   Kontrak   yang   disebabhan

masalah administrasi;

26.3  Untuk    kepentingan     perubahan     Kontrak,
Pejabat      Penandatangan     Kontrak     dapat
meminta pertimbangan dari Tim Pendckung
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dan     Pejabat/Panitia    Peneliti     Pelaksanaan
Kontrak.

26.4  Pejabat/Panitia  Peneliti  Pelaksanaan  Kontrak
meneliti kclayakan perubahan kontrak.

27.   Perubehan pekerjaan        27.1  Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
pekerjaan   pada   saat   pelaksanaan   dengan
Kerangka    Aciran    Kerja    yang    ditentukan
dalam         dokumen         Kontrak,         Pej abat
Penandatangan   Kontrak   bersama   Penyedia
dapat melakukan perubahan pckerjaan, yang
meliputl:
a.   menambah    atau    mengurangi    volume

waktu pcnugasan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak;

b.   mengubah     lingkup    yang     tcrcantum
dalam RAK/ Kontrak;

c.   mengurangi     atau      menambah     jenis
pekei.jaan      yang      tercantum      dalam
KAK/ Kontrak; dan / atau

d.   perubahan          jadwal           Pclaksanaan
Pekerjaan.

27.2  Dalam  hal  tidak  terjadi  perubahan  kondisi
lapangan     seperti    yang    dimaksud    pada
klausul 27.1  namun ada perintah perubahan
dari  Pcjabat Penandatangan  Kontrak, Pejabat
Penandatangan   Kontrak   bersama   I'enyedia
dapat    menyepakati    penibahan    pekerjaan
yano meliputi:
a.   mcngubah     lingkup     yang     tercantum

dalam KAK/ Kontrak
b.   mengurangi     atau     menambah     jenis

pekeriaan      yang      tercantum      dalam
KAK/Kontrak; dan/atau

c.   perubahan          jadwal           Pelaksanaan
Pekerjaan.

27.3  Pcrintah   perubahan   pekcrjaan   dibuat   oleh
Pejabat     Penandatangan     Kontrak     secara
tertulis        kepadr        Penyedia        kemudian
dilanjutkan    dcngan    negosiasi    tcknis    dan
harga dengan tetap mengacu pada ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak awal.

27.4  Hasil   negosiasi   terscbut   dituangkan   dalam
Berita    Acara    sebagai    dasar    penyusunan
adendum Kontrck.

2 7.5  Dalam         hal          perubahan         pekerjaan
mengakibatkan   perubahan   personel   maka
pembahan      tersebut      harus      mengikuti
ketentuan dalam k]ausul 30.
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28.  Perubchan Hanga

Z9,   Pembal`an Tedwal
Pelaksanan Pekerian

2 7.6  Dalam         hal         perubahan         pekerjaan
sebagaimana   dimaksnd   pada   klausul   27.1
dan    27.2        mengakibatkan    penanbahan
harga        Kontrak,       perubahan        Kontrak
dilaksanakan dengan ketentunn penambahan
harga   Kontrak   akhir   tidak   melebihi   10%
(scpuluh persen)  dari  harga yang tcrcantum
dalam     Kontrak     awal     dan     tersedianya
anggaran.

28.1   Perubahan  harga  Kontrak dapat diakibatkan
oleh:
a.   perubahan pekeljaan; dan/atau
b.    perjstiwa kompcnsasi.

28.2  Setiap   perubahan   harga  yang  ditimbulkan
oleh   perubahan   pekerjaan   harus   terlcbih
dahulu melalui pemeriksaan Tim Pendukung
dan dilengkapi dengan data~data pendukung
yang lcngkap.

28.3  Perubahan                harga                diakibatkan
penambahan/pengurangan    personel    yang
tcrcantum     dalam     Kontrak    diberlakukan
setelah disepakati para Pihak.

28.4  Ketcntuan     ganti     rugi     akibat     peristiwa
kompcnsasi   mengacu  pada  pasal   Peristiwa
Kompensasi.

29.1   Perubahan   jadwal    Pelaksanaan    Pekcrjaan
depat diakihatkan oleh:
a.   perubahan pekerjaan;
b.   perpanjangan        Masa        Pelaksanaan

Kontrak; dan/atau
c.    peristiwa kompensasi

29.2  Pexpanjangan    Masa    Pelaksanaan    Kontrak
dapat  dibcrikan  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak  atas  pertimbangan  yang  layak  dan
wajar untuk hal-hal sehagai berikut:
a.     perubahan pekerjaan;
b.     peristiwa kompensasi; dan/atau
c.      Keadaan Kflhar.

29.3  Masa         Pelaksanaan         Kontrak         dapat
diperpanjang  paling  kurang  sama  dengan
waktu   tcrhentinya  Kontrak  akibat  Keadaan
Kahar  atau  waktu  yang  diperlukan   untuk
menyelesaikan       pekerjaan       akibat      dari
kctentunn pada klausul 29.2 huruf a dan b.

29.4  Pejabat      Penandatangan      Kontrak      dapat
menyetujui  perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak      sctelah      melakukan      penelitian
terhadap  usulan  tertulis yang diajukan  oleh
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30.  Perubahan personel
lnti

Penyedia   scsuai   pertimbangan   yang  wajar
setelah Penyedia nieminta perpanjangan. jika
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini   atas   keterlambatan   atau   tidak   dapat
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera     mungkin,     maka     keterlambatan
sepcrti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak.

29.5  Pejahat  Penandatangan  Kontrak berdasarkan
pertimbangan      Tim      Pendukung           dan
Pejabat/Panitia  Peneliti  Pelaksanaan  Kontrak
harus     telah     menetapkan     ada     tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.

29.6  Persetujuan  perubahan  jadwal  Pelaksanaan
Pckerjaan    dan/atau    perpanjangan    Masa
Pclaksanaan     Kontrak    dituangkan     dalam
Adendum Kontrak.

29.7  jika  terjadi   Peristiwa   Kompensasi   sehingga
penyelesaian    pekerjaan    akfln    melampaui
Masa   Pelaksanaan  Kontrak  maka   Penyedia
berhak  untuk  meminta  pcrpanjangan  Masa
Pelaksanaan     Kontrak     berdasarkan     data
penunjang.  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
berdasarkan  pertimbangan  Tim  I'endukung
memperpanjang  Masa  Pelaksanaan  Kontrak
secara        tertulis.        Perpanjangan        Masa
Pelaksanaan      Kontrak      harus      dilakukan
melalui Adcndum Kontrak.

30.1  ]ika  Pejabat  Penandatangan  Kontrak menilai
bahwa Personcl inti :
a.    tidak      mampu      atau      tidak      dapat

melakukan pekerjaan dengan balk;
b.   berkelakuan tidak haik;
c.    tidak     menerapkan     prosedur     SMKK;

dan/atau
d.   mengabaikan   pekerjaan   yang   menjadi

tu8asnya;
maka       Pcnyedia       bcrkewajiban       untuk
menyediahan     pengganti     dan     menjamin
Personcl   lnti   tcrscbut   mcninggalkan   lokasi
kcrja  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  kalender
sejak  diminta   oleh   Pejabat   Penandatangan
Kontrak.

30.2  Dalam  hal  pcnggantian  Personcl  lnti  akibat
ketentunn      pada      klausul      30.1       perlu
dilakukan,    maka    Pcnycdia    bcrkewajiban
untuk     mcnyediakan     pengganti     dengan
kualifikasi  yang  setara  atau  lebih  balk  dari
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tenaga    kerja   konstruksi   yang   digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.

3 0. 3  Dalam        hal        penggantian /penambahan
Personel  Inti  diusulkan  oleh  Penyedia  akibat
perubahan pekerjaan, Penyedia mengajukan
permohonan  terlebin dahulu kepada Pejabat
Penandatangan     Kontrak     disertai     alasan
penambahan.

30.4  Penggantian dan/ atau penambahan Personel
lnti    sebagainiana   ketentlran    klausul    30.3
diajukan     dengan     melampirkan     riwayat
hidup/pengalaman  kerja  Personel  Inti  yang
diusulkan.

30.5  Pejabat      Penandatangan      Kontrak      dapat
menyetuj ui           penggan tian           dan /atau
penamhahan     Pcrsonel     lnti     berdasarkan
pemeriksaan     terhadap     kualifikasi     yang
dibutuhkan                 dengan                 riwayat
hidup/pengalaman  kerja  Pcrsonel  lnti  yang
diusulkan.

30.6  Perubahan          Personel          lnti          berupa
pengurangan,       penambahan,       dan/atau
penggantian   harus   mendapat   persetujunn
terlebih  dahulu  dart  Pejahat  Penandetangan
Kontrak   dan   ditirangkan   dalam   adendum
kontrak.

30.7  Perubahan Personel lnti yang dilakukan tidak
memengaruhi mutu pelaksanaan Kontrak.

30.8  Biaya   mobilisasi/demobilisasi   yang   timbul
akibat    perubahan    Personel    Inti    menjadi
tanggung j awab Penyedia.

8.5  Keadaan Kahar

31.   Keadann Kahar                   31.1      Contoh  Keadran  Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial,     pemogokan,     kebakaran,     kondisi
cuaca    ekstrem,    dan    gangguan    industri
lainnya.

31.2     Tidak termasuk Keadaan  Kahar adalah hal-
hal    merugikan    yang    disebabkan    oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

31.3     Dalam  hal  terjadi  keadaan  kahar,  Pejabat
Penandatangan     Kontrak    atau     Penyedia
memberitahukan        tentang        terjadinya
Keadcan   Kahar   kepade   salah   satu   pihak
secara tertulis dengan ketentuan :
a.     dalam  waktu  paling  lambat  14  (empat
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belas)   hari   kalender   scjak   menyadari
atau      seharusnya      menyadari      atas
kejadian     atau     teljadinya     Keadaan
Kahar;

b.    menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c.     menyerahkan          hasil          identifikasi

kewajiban    dan    kineri.a    pelaksanaan
yang      terhambat      dan/atau      akan
terhambat     akibat     Keadaan      Kahar
tersebut.

31.4     Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a.     pemyataan     yang     diterbitkan     oleh

pihak/instansi  yang  berwcnang  sesuai
ketentuan       peraturan       perundang-
undangan; dan/atau

b.     foto/video dokumcntasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.

31.5      Hasil    idcntifikasi    kcwajiban   dan    kinerja
pelaksanaan dapat bcrupa:
a.     Toto/video dokumentasi pekerjaan yang

tcrdampak;
b.    Jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
c.     Dokumen  pendukung  lainnya  (apabila

ada).

31.6     Pejabat   Penandatangan   Kontrak   meminta
Tim     Pendukung           untuk     melakukan
penelitian           tcrhadap           penyampaian
pemberitahunn   Keadaan   Kahar  dan  bukti
serta       hasil       identifikasi       sebagaimana
dimaksud  dalam  klausul  31.4  dan  klausul
31.5

31.7     Dalam     hal      Keadaan     Kahar     terbukti,
kegagalan      salah      satu      Pihak      untuk
memenuhi   kcwajibannya  yang  ditentukan
dalam   Kontrak   bukan   merupakan   cidera
janji     atau     wanprestasi     apabila     telah
dilakukan     sesuni     pada     klausul      31.3.
Kewajiban   yang   dimaksud   adalah   hanya
kcwajiban       dan       kincrja       pelaksanaan
terhndap pekerjaan/bagian  pekerjaan yang
terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar.

31.8     Dalam  hal  terjadi  Keadaan  Kahar  terbukti,
pelaksanaan   pekerjaan   drpat   dihentikan.
Penghcntian    Pekcrjaan    karena    Kcadaan
Kahar dapat bei.sifat:
a.     sementara     hingga     Keadaan     Kahar

berakhir apabila akibat  Keadaan  Kahar
masih                                 memungkmkan



-29-

dilanjutkan /diselesaikannya pekerj aan ;
b.     permanen     apabila     akibat     Keadaan

Kahar           tidak           memungkinkan
dilanj utkan /di selesaikannya pekerj aan.

c.     Sebagian apabila Keadann Kahar hanya
berdanpak    pada    bagian    Pekerjaan;
dan/atau

d.     Seluruhnya    apabila    Keadaan    Kahar
berdampak      terhadap      keselunihan
Pekerjaan;

31.9     Penghentian  Pekerjaan  sesuai  klausul  31.8
akibat   keadaan   kahar   dilakukan   secara
tertulis olch Pcjahat Penandatangan Kontrak
dengan      disertai      alasan      penghentian
pckerjaan        dan        dituangkan        dalam
perubahan Rencana Kerja penyedia.

31.10  Dalam       hal       penghenhan       pekerjaan
mencakup      selurul       pekerjaan       ®aik
sementara     ataupun     permanen)     karcna
Keadann Kahar, maka:
a.  Kontrak   dihentikan   sementara   hingga

keadaan kahar berakhir; atau
b.  Kontrak   dihentikan   permanen   apabila

akibat          Keadaan          Kahar          tidak
memungkinkan                        dilanj utkan /
diselesaikannya pekerj aan.

31.11   Pcnghentian  kontrak  sebagaimana  klausul
31.10  dilakukan  melalui  perintah  tertulis
oleh      Pejabat      Penandetangan      Kontrak
dengan disertai alasan penghentian kontrak
dan dituangkan dalam adendum kontrak.

31.12   Dalam         hal         pelaksanaan         Kontrak
dilanjutkan,  para  pihak  dapat  melakukan
penibahan    Kontrak.    Masa    Pelaksanaan
Kontrak    dapat    diperpanjang    sekurang~
kurangnya   sama   dengan   jangka   waktu
terhentinya  Kontrak akibat  Keadaan  Kahar.
Perpanjangrn   waktu   untuk   penyclesaian
Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.

31.13   Selama  nasa  Keadaan  Kahar,  jika  Pejabat
Penandatangan     Kontrak    memerintahkan
secara    tertulis    kepada    Penyedia    untuk
sedapat   mungkin   meneruskan   peker].aan,
maka   Penyedia   berhak   untuk   menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak  dan  mendapat  penggantian  biaya
yang   wajar   sesuai   dengan   kondisi   yang
telah   dikeluarkan   untuk   bekerja   dalam



-30-

Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam stratu adendum Kontrak.

31.14   Dalam  hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen,       para       pihak       melakukan
pengakhiran        Pekerj aan,        Pengakhiran
Kontrak     dan     menyelesaikan     hak    dan
kcwajiban  sesuni  Kontrak.  Penyedia  berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai sctelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.

8.6  Penghentian, Pemutusan, den Berakhimya Kontrak

32.   Penghentian Kontrak        Penghentian    Kontrak    dapat    dilakukan    karena
terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pads
klausul  3 1 .

33.   Pemutusan Kontrak           33.1   Pemutusan   Kontrak   dapat   dilakukan   oleh
Pejabat       I'cnandatangan       Kontrak       atau
Penyedia.

33.2  Pemutusan      kontrak      dilakukan      dengan
terlebih        dahulu        memberikan        surat
peringatan    dari  salah  satu  pihak  ke  pihak
yang     lain     yang     melakukan      tindakan
wanprestasi  kecuali            telah  ada  putusan
pidana.

33.3  Surat   peringatan    dibcrikan    3    (tiga)    kali
kecuali    pelanggaran    tersebut    berdampak
terhadap    kemgian    alas    konstruksi,   jiwa
manusia,        kcsclamatan        pub[ik,        dan
lingkungan  dan ditindaklanjuti dengan surat
pernyataan   wanprestasi   dari   pihak   yang
dirugikan.

33.4  Pemutusan    kontrak    dilakukan    sekurang-
kurangnya   14   (empat  belas)   hari  kalender
se tclah               Pej abat               Penandatangan
Kontrak/Penyedia                      menyampaikan
pemberitahuan  rencana  Peinutusan  Kontrak
secara     tertulis     kepada     Penyedia/Pcjabat
Penandatangan Kontrak.

33.5  Dalam   hal   dilakukan   pemutusan   Kontrak
oleh     salah     satu     pihak     maka     Pcjabat
Penandatangan   Kontrak  membayar  kepada
Penyedia  sesuai  dengan  pencapaian  prestasi
pekerjaan  yang  telah  ditcrima  oleh  Pcjabat
Penandetangan    Kontrak   dikurangi   denda
yang  harus  dibayar  Penyedia  (apabila  ada),
serta   Penyedia   menyerahkan   semun   hasil
pelaksanaan  kepada  Pejabat  Penandatangan



-31-

S4.  Pemutusan Kontrak
oleh Pejabat
Penandrtangan
Kontrak

Kontrak  dan  selanjutnya  menjadi  hak  milik
Pej abat Penandrtangan Kontrak.

34.1  Mengesampingkan   Pasal    1266   dan    1267
Kitab     Undang-Undrng     Hukum     Perdata,
Pejabat      Penandatangan      Kontrak     depat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a.     Penyedia   terbukti   melakukan   korupsi,

kolusi, nepotisme,  kecurangan dan/atau
pemalsuan    dalam    proses    pengadaan
yang    diputuskan    oleh    lnstansi    yang
berwenang.

b.    Pengaduan       tentang       penyimpangan
prosedur,      dugaan      korupsi,      kolusi,
nepotisme        dan /atau        pelanggaran
persaingan    sehat    dalam    pelaksanaan
Pengadaan       Barang/jasa      dinyatakan
benar oleh lnstansi yang berwenang;

c.     Penyedia   berada   dalam   keadaan   pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;

d.    Penyedia     terbukti     dikenakan     Sanksi
Daftar Hitam  sebclum penandrtanganan
Kontrak;

e.     Penyedia    gagal    memperbaiki    kinerja
setelah     mendapat     Surat     Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

f.     Penyedia      lalai/cidera      janji      dalam
mclaksanakan   kewajibannya   dan   tidak
memperbaiki  kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;

9.     berdasarkan           penelitian           Pejabat
Penandatangan  Kontrak,  Penyedia  tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan           walaupun          diberikan
kesempatan   sampai   dengan    50    (lima
puluh)    hari    kalender    sejak    Tanggal
Penyerahan    Pekerjaan    semula    untuk
mcnyelesaikan pekerj aan ;

h.    setelah            diberikan            kesempatan
menyclcsaikan pekeri.ann  sampai dengan
50    (lima   puluh)   hari   kalender   sejak
Tanggal  Penyerahan   Pekerjaan   semula,
Penyedia     tidak    dapat    menyclcsaikan
pekerjaan;

i.      Penyedia       menghentikan       pekerjaan
selama   28   (dira   puluh   delapan)   hari
kalender    dan    p€nghentian    ini    tidak
tercantum   dalam   ]adwal   Pelaksanaan
Pekerjaan  serta  tanpa  persetujuan  Tim
Pendukung ; atau

j.      Penyedia  mengalihkan  seluruh  Kontrak
bukan dikarenakan pergantian mama.
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S5.   Pemutusan Kontrak
oleh Penyedia

34.2  Dalam   hal   pemutusan   Kontrak   dilakukan
pada    Masa     Kontrak    karena    kesalahan
Penyedia, maka:
a.     Sisa   uang   muka   harus   diluriasi   oleh

Penyedia    atau   ]aminan    Uang    Muka
terlebih     dahulu     dicairkan      (apabila
diberikan);

b.     Penyedia membayar denda  (apabila ada);
dan

c.     Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam

34.3  Pencairan  jaminan   sebagaimana   dimaksud
pada  klausul  34.2  di  atas,  dicairkan  senilai
uang  muka  yang  belum  dikembalikan  dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

34.4  Pencairan  )aminan   sebagaimana   dimaksud
klausul 34.2 disertai dengan:
a.    bukti  kesalahan  penyedia  sesuai  dengan

ketentunn kontrak; dan
b.     dokumen pendukung.

Mengesampingkan   Pasal   1266   dan   1267   RItab
Undang~Undang  Hukum  Perdata,  Penyedia  depat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a.     Pejahat   Penandatangan   Kontrak   menyetujui

Tim     Pendukung         untuk    memerintahkan
Penyedia    menunda    pelaksanaan    pekerjaan
yang     bukan     disebabkan     oleh     kesalahan
Pcnyedia,   dan   perintflh   penundaan   tcrscbut
tidak  ditarik  selama  28  (dua  puluh  delapan)
hari halender;

b.     Pejabat       Penandatangan       Kontrak       tidak
menerbitkan   Surat   Permintaan   Pembayaran
(SPP)   untck   pembayaran   tagihan   angsuran
scsual   dengan   yang  disepakati   sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

Dalam  hal  pemutusan  Kontrak,  maka  Pejabat
Penandatangan    Kontrak   membayar   kepada
Penyedia   sesuni   dengan   prestasi   pekerjann
yang        telah        diterima        oleh        Pejabat
Penandatangan      Kontrak      sampai      dengan
tanggal      berlakunya     pemutusan      Kontrak
dikurangi   denda   keterlambatan   yang   hanis
dibayar Penyedia  (apabila ada) , serta Penyedia
menyerahhan  semua  hasil  pekerjaan  kepada
Pejabat        Penandatangan        Kontrak       dan
selanj utnya          menjadi          mi lik          Pej abat
Penandatangan Kontrak.

36.  Pengakhiran pekejaan     36.1  Para  pihak  dapat  menyepakati  pengakhiran
Pekerjaan dalam hal terjadi
a.  penyimpangan prosedur yang diakibatkan
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bukan oleh kesalahan para pihak;
b.  pelakeanaan       kontrak       tidak       dapat

dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c.  ruang lingkup kontrak sudah tcrwujud.

36.2  Pengakhiran   pekerjaan   sesuai   pasal    36.1
ditirangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak.

37.   Berathimya Kontrak        37.1  Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihck

37.2  Kontrak   berakhir   apabila   tclah   dilakukan
pengakhiran     pekerjaan     dan     hak     dan
kewajiban  para  pihak  yang  terdapat  dalam
Kontrak sudah terpenuhi.

37.3  Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana   dimaksud   pada   klausul   37.2
adalah   terkait   dengan   pembayaran   yang
seharusnya        dilakukan         akibat        dari
pelaksanaan kontrak.

38.  Peninggalan Semun    bahan,    perlengkapan,    peralatan,    hasil
pekei.jaan  sementara  yang  masih  berada  di  lokasi
kerja  setelah  pemutusan  Kontrak  akibat  kclalaian
atau    kesalahan    Penyedia,    dapat    dimanfaatkan
sepenuhnya  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
tanpa        ke waj iban         pcrawatan / pemeliharaan.
Pcngambilan  kcmbali  scmua  peninggalan  tersebut
oleh    Penyedia    hanya   dapat   dilakukan    setelah
mempertimbangkan           kepen tingan           Pej abat
Penandatangan Kontrak.

C.   IIAK DAN REWAJIBAN PENYEDIA

39.  Hck dan Kewajiban
Penyedia

Hak-hak  yang  dimiliki  serta  kewajiban~kewajiban
yang   harus   dilaksanakan   oleh   Pcnycdia   dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a.     menerima    pembayaran    untuk    pelaksanaan

pekerjaan  sesuai  dcngan  harga  dan  ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b.     meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan   prasarana   dari   Pejabat   Penandatangan
Kontrak      untuk      kelancaran      pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

c.     mclaporkan    pelaksanaan    pekerjaan    secara
periodik     kepada     Pejabat     Penandatangan
Kontrak;

d.     melaksanakan,             menyelesaikan             dan
menyerahkan pekerjaan  sesuai dengan /adwal
Pelaksanaan   Pekeijaan   dan   ketentuan   yang
telah ditetapkan dala]11 Kontrak;

e.     melaksanakan   dan   menyelesaihan   pekerjaan
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40.  Tanggung jawab

41,  Penggunan
Dokumen-Dokunen
Kontrak dan lnformasi

42,  Hck kekayan
lntelektual

secara  cermat,  akurat  dan   penuh   tanggung
jawab   dengan    menyediakan    tenaga    kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan,     dan      segala      pckerjaan      yang
diperlukan   untuk  pelaksanaan,  penyelesaian
dan  perbaikan  pekerjaan  yang  dirinci  dalam
Kontrak;

f.     memberikan      keterangan-keterangan     yang
diperlukan   untuk   pemeriksaan   pelaksanaan
yang      dilakukan      Pejabat      Penandatangan
Kontrak;

9.     mengambil   langkah~langkah   yang   memadai
dalam  rangka  mcmberi  perlindungan  kepadr
setiap   orang   yang   berada   di   tempat   kerja
maupun  masyarakat  dan  lingkungan  sckitar
yang     berhubungan     dengan     pelaksanaan
pekerjaan;

h.     melaksanakan semu.a perintah Tim pendukung
yang      sesuai      dcngan      kewenangan      Tim
Pendukung  dalam Kontrak ini; dan

i.      hak  dan   kewajiban   lain   yang  timbul  akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia   bertanggungjawab/berkewajiban   untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pckerjann  sesuni
dengan    kunlitas,    ketepatan    volume,    ketepatan
waktu    pelaksanaan/penyerahan    dan    ketepatan
tempat pengiriman/penyerahan hasil peker)'aan.

Penycdia  tidak  dipcrkenankan  menggunakan  dan
menginformasikan      dokunen       Kontrak      atau
dokumen    lainnya    yang    berhubungan    dengan
Kontrak  untuk  kepcntingan  pihak  lain,  misalnya
KAK   dan/atau   gambar-gambar,   serta   informasi
lain    yang    berkaitan    dcngan    Kontrak,    kecunli
dengan   izin   tcrtulis  dari   I'ejabat  Penandatangan
Kontrak  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pcnycdia wajib melindungi Pejabat  Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga   yang   disebabkan   penggunaan   atau   alas
pelanggaran     Hak     Kekayaan     Intelektunl     oleh
Penyedia.

43.   Penanggungrn RIsiko        43.I   Penyedia   berkewajiban   untuk   mclindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat     Penandatangan     Kontrak     beserta
instansinya terhadap semra bcntuk tuntutan,
tanggung   jawab,    kewajiban,    kehilangan,
kerugian,   denda,   gugatan    atau    tuntutan
hukum,   proses   pemeriksaan   hukum,   dan
biaya    yang    dikenakan    terhadap    Pejabat
Penandatangan  Kontrak  beserta  instansinya
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(kecuali  kerugian  yang  mendasari  tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat     Pejabat     Penandatangan     Kontrak)
sehubungan  dengan  klaim  yang  timbul  dari
hal-hal    berikut    terhitung    sejak    Tanggal
Mulai     Kerja     sampai     dengan     Tanggal
Penyerahan Pekcrjaan :
a.  kehilangan  atau kerusakan  peralatan  dan

harta  benda  Penyedia,  Subpenyedia  ¢iha
ada) , dan personel;

b.  cidera     tubuh,     sakit     atau     kematian
personel; dan

c.  kehilangan  atau  kcrusakan  harta  benda,
dan   cidera   tubuh,   sakit   atau   kematian
pihak ketiga.

43.2  Terhitung  sejak Tanggal  Mulai  Kcrja sampai
dengan     Tanggal     Penyerahan     Pekerjaan,
scmun risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan    ini,    bahan    dan    pcrlcngkapan
merupahan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau   kcrusakan   terscbut   diakibatkan   oleh
kesalahan         atau         kclalaian          Pcj abat
Penandatangan Kontrak.

43.3  Pertanggungan  asuransi  yang  dimiliki  olch
I'enyedia       tidak       membatasi       kewajiban
penanggungan  dalam  pasal  ini.  Dalam  hal
pertanggungan   asuransi   tidak   mencukupi
maka   biaya   yang   timbul   dan/atau   selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

43.4  Kchilangan   atau   kerusakan   tcrhadap   hasil
pekerjaan  sejak Tanggal  Mulai  Kerja  sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pekeri.ann harus
diganti   atau  diperbaiki   oleh   Penycdia  atas
tanggungannya  scndiri jika  kcliilangan  atau
kerusakan   tersebut  terjadi  akibat  tindakan
atau kelalaian Pcnyedia.

44.  PerlindrnganTenaga       44.I
K£Ija

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban alas
biaya      sendiri      untuk     mengikutsertakan
personelnya        pada        program        Badan
Penyelenggara      jaminan       Sosial       (BP]S)
Ketenagakerjaan   serta   melunasi   kewajiban
pembayaran     BPTS     tersebut     sebagaimana
diatur      dalam       peraturan       perundang-
undangan.

44.2  Penyedia berkcwajihan untuk mematuhi dan
memerintahkan          personelnya          untuk
mematuhi peraturan keselamatan konstruksi.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penycdia
beserta personelnya dianggap telah membaca
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45.  Pemerman
LinBkungan

46.  iisuransi

47,  Tindrfu Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujunn Pejabat
Penandrtangan
Kontrck

dan     mcmahami     peraturan     keselamatan
konstruksi tersebut.

44.3  Penyedia  berkewajiban  untuk  menyediakan
kepadr      setiap      personelnya      (termasuk
personelnya       Subpenyedia,       jiha       ada)
perlengkapan  keselamatan  konstruksi  yang
sesuai dan memadai.

44.4  Tanpa     mengurangi     kewajiban     Penyedia
untuk  melaporkan  kecelakaan  berdasarkan
hukum     yang     berlaku,     Penyedia     wajib
melaporkan  kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak   mengenai   setiap   kecelakaan  yang
tinibul    sehubungan    dengan    pelaksanaan
Kontrak   ini  dalam   waktu   24   (dua   puluh
empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah~
langkah     yang     memadai     untuk     melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di  luar tempat
kerja     dan     membatasi    gangguan     lingkungan
terhadap    pihak    ketiga    dan    harta    bendanya
sehubungan    dengan    pelaksanaan    Kontrak    ini,
sesirai   dengan   ketentunn   peraturan   perundang~
undangan  yang  mengatur  mengenai  pengelolaan
lingkungan hidup.

46.1   Apabila  disyaratkan,  Penyedia  menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan  Pekerjann   untuk semua barang
yang   mempunyai   risiko   tinggi   terjadinya
kecelakaan,    pelaksanaan    pekerjaan,    atas
segala        risiko        terhadap        kecelakaan,
kerusakan, kehilangan, seria risiko lain yang
tidak dapat diduga.

46.2  Penyedia  wajib  menyediakan  asuransi  bagi
pihak   ketiga   sebagai   akibat   kecelakaan   di
lokasi kerja.

46.3  Besarnya    asuransi    sudah    diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam harga
kontrak.

47.I  Penyedia  berkewajihan  untuk  mendapatkan
lebih   dahulu   persetujuan   tertulis   Pejabat
Penandatangan  Kontrak sebelum melakukan
tindakan ~tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan    sebagian    pekerjaan

yang  belum  tercant`m  dalam  I.ampiran
SSKK (apabila add) ;

b. menunjuk   Personel   lnti   yang   namanya
tidak terc`antum dalam hampiran SSKK;

c. mengubah  atau  memutakhirkan  Program
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48.  haporan rhasfl
Pekerjann

Mutu; atau
d. tindakan   lain   selain   yang   diatur  dalam

SSUK.

47.2  Tindakan  lain  dalam  klausul   47.1   huruf  d
ditunngkan dalam SSKK

48.1   Pemeriksaan    pekerjaan    dilakukan    selama
pelaksanaan    kontrak    untuk    menctapkan
volume  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  telah
dilaksanakan      guna      pembayaran      hasil
pekcrjaan.     Hasil     pemeriksaan     pekerjaan
ditirangkan  dalam  laporan  kemajuan  hasil
pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK.

48.2  Untuk      kepentingan      pengendalian      dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas  kegiatan  personel  dan  pekerjaan  di
lokasi    pekerjaan    dicatat    dalam    laporan
rencana dan realisasi pekerjaan.

48.31.aporan      hasil      pekerjaan      dibuat      oleh
Pcnyedia,    diperiksa,    dan     disetujui    olch
Pejahat     Penandatangan     Kontrak/     pihak
Pcjabat  Penandatangan  Kontrak,  dan  dapat
dibantu oleh Tim Pcndukung.

49.  Kepemilikan Dokunen    49.1   Semun     rancangan,     gambar,     spesifikasi,
desain,       laporan,       dan/atau       dokumen~
dokumen    lain    serfs    piranti    lunak    yang
dipersiapkan    oleh    Penyedia    berdasarkan
Kontrak   ini    sepenuhnya    merupakan    hak
milik I'ejabat Penandatangan Kontrak.

49.2  Penyedia      paling      lambat      pada      waktu
pemutusan   atau    penghcntian    atau   akhir
Masa    Pclaksanaan    Kontrak    berkewajiban
untuk   menyerahkan   semua   dokumen   dan
piranti      lunak      tcrsebut      bcserfa      daftar
rinciannya   kepada   Pcjabat   Pcnandatangan
Kontrak.

49.3  Penyedia   dapat   menyimpan   1    (satu)   bush
salinan    tiap   dokunicn   dan    pira.nti    lunak
tersebut.   Pembatasan   0.ika   ada)   mengenai
penggunaan   dokumcn   dan   piranti   lunak
tersebut   di   atas   di   kemudian   hari   diatur
dalam SSKK.

50.   Pemhayaran Denda          Penyedia   berkcwajiban   untuk   mcmbayar   sanksi
finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi
atau   cidera  janji   terhadap   kewajiban~kewajiban
Penycdia         dalam         Kon Irak         ini.         Pej abat
Penandatangan     Kontrak     mengenakan     Denda
dengan  memotong  angsuran  pembayaran  prestasi
pekerjaan    Penyedia.    Pcmbayaran    Dcnda    tidak
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51.  ]andman

mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

51.1  ]aminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
5'zfrc/y foFTc7. ]aminan bersifat tidak bersyarat,
mudah  dicairkan,  dan  harus  dicairkan  oleh
penerbit  jaminan  paling  lambat   14   (empat
bclas)    hari    kcrja    setelah    surat    pcrintah
pencairan     dari     Pejabat     Penandatangan
Kontrak  atau  pihak  yang  diberi  kuasa  oleh
Pcjabat Penandatangan Kontrak ditcrima.

51.2  Penerbit  jaminan  selain  Bank  Umum  harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas jasa Kcunngan (OjK).

51.3  Penggunaan  jaminan   Uang   Muka   sebagai
bcrikut:
a.     paket       pekerjaan       sampai       dengan

Rp 1.000.000.000,OO          (safu         miliar
rupiah) dapat diterbitkan olch:
1)     Bankumum;
2)    Perusahaan Asuransi;
3)     Pcrusahaan pcnjaminan;
4)    Ijenbaga    Keunngan    Khusus    yang

Menjalankan      Usaha     di      Bidang
Pembiayaan,        Penjaminan,        dan
asuransi   untuk   mendorong   ekspor
Indonesia   sesuai  dengan   ketentuan
peraturan   perundang-undangan   di
bidang  lenibaga  pembiayaan  ekspor
Indonesia; atau

5)    Konsorsium     Perusahaan     Asuransi
Umum / Kon sorsium                I.e mbaga
Penjaminan / Konsorsium Perusahaan
Penjaminan        yang        mempunyai
program          asuran si          kerugian
(suretyshlp).

b.     paket            pekerjaan            di            atas
Rp 1.000.000.000,OO          (satu          miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
I)    Bankumum;atau
2)     Konsorsium     Perusahaan     Asuransi

Umum /Konsorsium               Lembaga
Penj am i nan /                       Konsorsium
Penisahaan        Penj aminan        yang
mempunyai       program       asuransi
kerugivr\ (su rc tysliip).

51.4  jaminan    Uang    Muha    diberikan    kepade
Pejabat     Penandatan8an      Kontrak     dalam
rangka     pengambilan     unng  muka  paling
kurang sama dengan besamya uang muka.
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51.5  Nilai  ]aminan  Uang  Muka  dapat  dikurangi
secara proporsional  sesuni  dengan  sisa  uang
muka yang diterima.

51.6  Masa berlakunya )aminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
unng     muka      sampai     dengan     Tanggal
Penyerahan Pe keljaan.

D.  pERsoNEL I>ENyEDIA DAN suBPEr`nrEDIA

52.   Persyaratan personel          52.1   Personel Inti yang dipcrkerjakan harus sesuai
dengan   kualifikasi   dan   pengalaman   yang
ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan
dibuktikan        dalam        Rapat        Persiapan
Penandatanganan   Kontrak   serta   dituliskan
dalam I.ampiran SSKK.

53.  Perrmel hti

52.2  Pcnycsuaian     terhadap     perkircan     Waktu
Penugasan     Personel     akan     dibuat     oleh
Penyedia     melalui     pemberitahuan     sccara
tcrtulis     kepada      Pcjabat     Penandrtangan
Kontrak    dan     dapat    dituangkan     dalam
perubahan Kontrak.

52.3  jika     terdapat    pckerjaan     fambah,     maka
perklraan       Waktu       Penugasan       harus
ditentukan   sccara   tertulis  oleh   para   pihak
dan ditunngkan dalam perubahan Kontrak.

53.1  Nana     Personel     Inti,     uraian     peker]aan,
kunlifikasi, dan  perkiraan  Waktu  Penugasan
dilampirkan dalam I.ampiran SSKK;

53.2  Personel   lnti  berkewajiban  untuk  menjaga
kerahasiaan   pekerjaannya.  )ika   diperlukan
oleh       Pejabat      Penandatangan       Kontrak,
Personel        lnti        dapat        sewaktu~waktu
disyaratkan     untuk    menjaga    kerahasiaan
pckerjaan di bawah sumpah.

54.  ]anKerjadanl€mbur      54.10rang  hari  standar  atau  satu  hari  orang
bekcrja adalah 8  (delapan) jam, terdiri atas 7
(tujuh)  jam  kerja  (efcktif)  dan  1   (satu)  jam
istirahat.

54.2  Pclaksanaan     pekerjaan     dilunr     ketentuan
klausul  54.1  dapat  diberikan  lembur  sesuni
dengan ketentuan Menteri yang membidangi
kctenagakerjaan   sctelah   mendapatkan   izin
Pejabat Penandatangan Kontrak.

54.3  Personel  yang  bekerja  melebihi  batas  waktu
lembur  yang  diizinkan  wajib  diganti   oleh
personel   lain   dan   personel   penggantinya
harms     mendapatkan     izin     dari     Pejabat
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55.   HndKerja

56.   KerjasaLma Antara
Penyedia drm
Subpenyedia

Penandatangan  Kontrak  dan  dapat  dibantu
diperiksa oleh Tim Pendukung .

54.4  Waktu    kerja    tenaga    kerja    asing    yang
dimobilisasi    ke    Indonesia    dihitung    scjak
kedatangannya  di  Indonesia  sesuni  dengan
surat perintah mobilisasi;

54.5  Personcl   tidak   berhak   untuk   dibeyar   atas
sakit atau liburan, karena perhitungan upah
sudah mencakup hal tersebut.

55.1   Pcnyedia   tidak   dipcrkenankan   mclakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentiran peraturan perundang~
undengan dinyatakan sebagai hari libur atau
di luar jam kerja normal, kecuali:
a.     dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b.     Pejabat          Penandrtangan          Kontrak

memberikan izin; atau
c.     pckeri.carl    tidak    dapat    ditunda,    atau

un tuk               keselamatan /perlindungan
masyarakat,    dimana    Penyedia    harus
segera          mcmberi tahukan          urge n si
pekerjcan        tcrscbut        kepadr       Tim
Pendukung                dan/atau        Pejabat
I'enandrtangan Kontrak.

55.2  Semua  personel  dibayar   sclama   hari   kcrja
dan drtanya  disimpan oleh  Penyedia.  Daftar
pembayaran   masing-masing   pekerja   drpat
diperiksa      oleh      Pejabat      Penandatangan
Kontrak.

55.3  Untuk pekerjaan yang dilakukan di lunr hari
kcrja   cfcktif  dan  jam   kerja   normal   harus
mengikuti        ketentuan        Menteri        yang
membidangi ketenagakerjaan.

55.4  Pclaksanaan   pekeii.aan   di   luar   hari   kcrja
efektif  dan/atau  jam   kerja   normal   harus
diawasi olch  Pejahat  Penandatangan  Kontrak
dan    drpat    dibantu    diperiksa    oleh    Tim
Pendukung .

56.1   Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak
sebagian  pekerjaan  utama  kepnda  Penyedia
Spesialis.

56.2  Penyedia    tetap    bcrtanggung   jawab    atas
bagian    pekerjaan    yang    disubkontrakkan
tersebut.

56.3  Subpenyedia    dilarang    mengalihkan    atau
mensubkontrakkan pekerj ann.

56.4  Apabila  Penyedia  yang  ditunjuk  merupakan
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P€nyedia     Usaha     Kecil,    maka    pckerjaan
tersebut   harus   dilaksanakan   sendiri   oleh
Penyedia     yang     ditunjuk     dan     dilarang
dialihkan     atau     disubkontrakkan     kepada
pihak lain.

56.5  Penyedia  Usaha  Non  Kecil  yang  melakukan
kerjasama  dcngan  Subpenycdia  hanya bc)lch
melaksanakan  sesuai  dengan  daftar  bagian
pekerjaan   yang   disubkontrakkan    (apabila
ada) yang ditunngkan dalam I.ampiran SSKK.

56.6  hampiran    SSKK    (Daftar    Pekerjaan    yang
Disubkontrakkan   dan    Subpenyedia)    tidak
boleh diubah kccunli alas persefujuan tertulis
dari   Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.

56.7  Pelaksanaan  Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia    dilaporkan    secara    periodik
kepada  Pcjabat  Penandatangan  Kontrak  dan
diawasi oleh  I'ejabat  Penandatangan  Kontrak
serta dapat dibantu oleh Tim Pendukung .

56.8  Apabila     Penyedia     mclanggar     ketentuan
sebagaimana  diatur  pada  klausul  56.4  atau
56.5   maka   akan   dikenakan   denda   senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

E.    IIAK DAN REWA}IBAN PE:}ABAT PENANI)ATAVGAN KONTRAK

57.   Hck dan Kewajihan           Hak-hak yang  dimiliki  serta  kewajiban~kewajiban
Pejahatpenaridrtangan    yang       harus       dilaksanakan       oleh       Pejabat
Kontrak                                Penandatangan     Kontrak    dalam     melaksanakan

Kontrak, meliputi :
a.     mengawasi   dan   memeriksa   pekerjaan   yang

dilaksanakan oleh Penycdia;
b.     menerima    laporan-laporan    secara    periodik

mengenai      pelaksanaan      peker|.aan      yang
dilaksanakan oleh Penycdia;

c.     menerima    hasil    pekerjaan    sesuai    dengan
jadwal  penyerahan  pekerjaan  dan  ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

d.    membayar    pekerjaan    sesuai    dengan    Biaya
ljangsung  Personel  dan  Biaya  I,angsung  Non
Personel  yang  tcrcantum  dalam  Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Penyedia;

e.     memberikan    fasilitas    berupa    sarana    dan
prasarana   yang   dibutuhkan    oleh    Penyedia
untuk    kelancaran     pelaksanaan     pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak; dan

f.       menilai kinerja F'enyedia.

58.   I'asilitas Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
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t`asilitas    berupa     sarana    dan     prasarana    atau
kemudahan   lainnya   ¢ika   ada)   yang   tercantum
dalam     SSKK     untuk     kelancaran     pelaksanaan
pekcrjaan ini.

59.   PeristiwaKompen8asi        59.1   Peristiwa      Kompensasi      dapat      diberikan
kepada Penyedia yaitu:

a.    Pejabat          Penandatangan          Kontrak
ltlengubah          jadwal          Pe laksanaan
Pekerjaan   yang   dapat   mcmpengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b.   keterlambatan      pembayaran      kepadr
Penyedia;

c.    Pejabat   Penandatangan   Kontrak   tidak
membcrikan                    gambar ~gamhar,
spcsifikasi    dan/atau    instruksi    sesuni
jadwal yang dibutuhhan;

d.    Penyedia  belum   bisa   masuk   ke   lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;

e.    Pejabat         Penandatangan          Kontrak
memerintahkan                        penundaan
pe laksanaan pekerj aan ;

f.    Pejabat          Pcnandatangan          Kontrak
memerintahkan        untuk       mengatasi
kondisi tertentu yang tidak dapat didu8a
sebelumnya      yang      disebabkan/tidak
disebabkan oleh  Pejabat Penandatangan
Kontrak; dan/atau

9.    Kctentuan lain dalam SSKK.
59.2  ]ika   Peristiwa   Kompensasi   mengakibatkan

pe nge I uaran             tambahan            dan /atau
keterlambatan  penyelesaian  pekerjann  maha
Pejabat              Penandatangan              Kontrak
bcrkewajiban   untuk   membayar  ganti   rugi
dan/atau  memberikan  perpanjangan  Masa
Pelaksanaan Kontrak.

59.3  Ganti    rugi    akibat    Pcristiwa    Kompensasi
hanya   dapat   dibayarkan  jika   berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan  oleh  Penysdia  kepada  Pejabat
Penandatangan   Kontrak,   dapat   dibuktikan
kerugian nyata.

59.4  Pcrpanjangan    Nasa    I'elaksanaan    Kontrak
hanya dapat diberikan jiha berdasarkan data
penunjang    dan    perhitungan    kompensasi
yang diajukan  oleh  Penyedia  kepada  Pejabat
Penandatangan   Kontrak,   dapat   dibuktihan
perlunya  tambahan  waktu  akibat  Peristiwa
Kompensasi,

59.5  Penyedia    tidak    berhak    atas    ganti    rngl
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dan/afau   perpanjangan   Masa   Pelaksanaan
Kontrak jika  Penyedia gagal atau lalai  untuk
memberikan       peringatan       dini       dalam
mengantisipasi     atau     mcngatasi     dampak
Peristi wa Kompensasi.

I'.    IEMBAYARAN REI'ADA PENYEDIA

60.   Nilai Kontrak

61.  Pemhayaran

60.1   Pejabat   Penandatangan   Kontrak   membayar
kcpada Penyedia atas pelaksanaan  pekcriaan
dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.

60.2  Nilai      Kontrak      telali      mciliperhitungkan
mcliputi:

a.    beban pajak,
b.   keuntungan  dan  biaya  ovcr/7cad @iaya

umum) ; dan
c.    biaya pelaksanaan pekerjaan.

60.3  Rincian  Nilai  Kontrak sesuai  dengan  rincian
yang  tercantum  dalam   Rincian  Komponen
Remunerasi    Personel    dan    Rincian    Biaya
I,angsung Non  Personel dan dicantumkan di
dalam Kontrak.

60.4   Besaran      Nilai      Kontrak      sesuai      dengan
penawaran   yang   sebagaimana   yang   telah
diubah terakhir kali sesuai dengan ketentunn
dalam Kontrak.

61.I   UangMuka
a.     Uang   Muka    dapat   diberikan    kepada

Penycdia   sesuai   ketentuan   dalam   SSKK
untuk:
1)    Mobilisasi; den/atau
2)    pekerjaan   tcknis   yang   diperlukan

untuk        persiapan        pelaksanaan
pekerjaan

b.     uang muka dapat diberikan paling tin8gi
20%    (dun   puluh   persen)   dari   harga
Kontrak;

c.     untuk Kontrak Tahunjamak, uang muka
dapat  dibcrikan  paling  tinggi  15%  (lima
belas persen) dari harga Kontrak;

d.     Besaran   uang   muka  ditentukan  dalam
SSKK    dan    dibayar    setclah     Penyedia
menyerahhan    ]aminan     Uang    Mute
paling  scdikit  scbcsar  unng  muka  yang
djtel.ima;
Dalam  hal  diberikan  uang  muka,  maka
Penycdia             harus             mengaj ukan
permohonan   pengambilan   uang   muka
secara         tertulis        kepada        Pej abat
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Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
9.     Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dalam

kurun    waktu    7    (tujuh)    hari    kerja
setelah          pengaj uan          pe rmi ntaan
pembayaran    dari    Penyedia   diterima
harus      sudah      mengajukan       Surat
Permintaan Pcmbayaran kepada Pejabat
Penandatanganan        Surat        Perintah
Membayar (PPSPM); dan

h.     Apabila terdapat kctidaksesunian dalam
perhitungan     tagihan,     tidak     akan
nienjadi      alasan       untuk      iiienunda
pembayaran.    Pejabat    Penandatangan
Kontrak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan    perhitungan    prcstasi
sementara   dengan   mengesampinghan
hal-hal        yang        sedang        menjadi
perselisihan.

61.3  Denda dan Ganti Rugi
a.     denda  mcrupakan  sanksi  finansial  yang

dikenakan  kepada  Penyedia, antara  lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pclaksanaan pekerjaan dan dendr terkait
pc langgaran kc tcntuan subkontrak;

b.     Ganti  rugi   merupakan   sanksi   finansial
yang       dikenakan        kepada       Pcjabat
Pe nanda tangan         Kon trak         maupun
Penyedia      karena      terjadinya      cidera
janji/wanprestasi.  Bcsarnya  sanksi  ganti
rugi  adalah  scbesar  nilai  kerugian  yang
ditimbulkan.

c.     Besarnya    dcndr    keterlambafan    yang
dikenakan       kepada       Penyedia       atas
keterlambatan    penyelesaian    pekerjaan
adalah:
1)     1%   (satu  perscribu)   per  hari  dari

harga      bagian       Kontrak      yang
tercantum dalam kontrak; atau

2)     1%    (satu    pcrseribu)    dari    harga
Kontrak  (sebelum PPN)  untuk setiap
hari kc terlamhatan;T

sesuni yang ditetapkan dalam SSKK;
d.     Besaran  dende  pelanggaran  subkontrak

sebcsar  nilai  pekcrjaan  subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.

e.     besarnya    ganti    rngi     sebagai    akibat
peristiwa  kompensasi  yang dibayar  oleh
Pejabat    Penandatangan    Kontrak    atas
keterlambatan       pembayaran       adalah
scbesar  bunga  dari   nilai   tagihan  yang
terlambat  dibayar,  berdasarkan  tingkat
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62.  Perhitungqu Akhir

63.  Penangguhan
Pembayaran

suku  bunga  yang  berlaku  pada  saat  itu
menurut ketetapan Bank Indonesia;

f.     pembayaran  denda  dan/atau  ganti  rugi
dipcrhitungkan       dalanl       pembayaran
pre stasi pekerj aan;

9.     ganti     rugi     kepada     Penyedia     dapat
mengubah      Harga      Kontrak      sctelah
dituangkan dalam adendum kontrak;

h.    pembayaran  ganti  rugi  dilakukan  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  apabila
Penyedia     telah    mengajukan     tagihan
disertai perhitungan dan data-data.

62.1   Pcrhitungan         akhir         nilai         pekerjaan
berdasarkan     ketentuan     dalam     Kontrak,
dilaksanakan   sctelah   pckerjaan   selesai  dan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

62.2  Pembayaran      angsuran   prestasi   pekerjasn
terakhir  dilakukan  sctclah  pekerjaan  sclesai
dan berita acara serah tcrima pekcrjaan tclah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

62.3  Scbelum    pembayaran    terakhir    dilakukan,
Penyedia  bcrkewajiban  untuk  mcnyerahkan
kepada     Pejabat     Penandatangan     Kontrak
rincian   pcrhitungan   nilai   tagihan   terakhir
yang  jatuh   tempo.   Pcjahat   Pcnandatangan
Kontrak    berdasarkan     hasil          penehtian
fagihan,   berkewajiban   untuk   menerbitkan
SPP   untuk   pembayaran   tagihan   angsuran
terakhir  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja
terhitung     sejak     tagihan     dan     dokumcn
penunjang dinyatakan  lengkap dan  diterima
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

63.1   Pejabat      Penandatangan      Kontrak      dapat
mcnangguhkan pembayaran  sctiap angsuran
prestasi   pekerjaan   Penyedia   jika   Penyedia
gagal     atau     lalai     memcnuhi     kcwajiban
kontraktunlnya,  tcrmasuk  pcnycrahan  sctiap
Hasil  Pekerjaan  sesuni  dengan  waktu  yang
tclah ditetapkan dalam KAK.

63.2  Pejabat     Penandatangan     Kontrak     secara
tertulis   memberitahukan   kepada   Penyedia
tcntang    pcnangguhan     hak    pembayaran,
disertai  alasan-alasan  yang  jelas  mengenai
penangguhan     tersebut.     Penyedia     diberi
kesempatan     untuk     memperbaiki     dalam
jangka waktu tertentu.

63.3  Pembayaran     yang     ditangguhkan     harus
disesuaikan dengan  proporsi  kegagalan  atau
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kelalaian Penyedia.

63.4]ika      dipandang      perlu       oleh       Pejabat
Penandatangan       Kontrak,       penangguhan
pembayaran           akibat           keterlambatan
penyerahan     pekerjaan     dapat     dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.

G.   PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

64.   Penyelesaian
Perselisihan/ Sengketa

65.   Itiknd Baik

64.1   Para   Pihak   berkewajiban   untuk   berupaya
sungguh~sungguh      menyclesaikan      sccara
damai  semua  pcrselisihan  yaiig  timbul  dari
atau  berhubungan  dengan  Kontrak  ini  atau
interpretasinya        selama        atau        setelah
pelaksanaan   pekerjaan   ini   dengan   prinsip
dasar       musyawarah       untck       mencapai
kemufakatan.

64.2  Dalam      hal      musyawarah      para      pihak
sebagaimana   dimaksud   pada   klausul   64.1
tidak   dapat   mencapai   suatu   kemufakatan,
maka       pcnyelesaian       perselisihan       atau
sengketa antara para pihak ditempuh melalui
tahapan mcdiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

64.3  Selain   ketentuan   pada   klausul   64.2   para
pihak   dapat   membentuk   dewan   sengketa
(untuk        menggantikfln        mediasi        dan
konsiliasi).

64.4  Dalam  hal  pilihan  yang  digunakan  dewan
sengkcta  untuk  n`enggantikan   mediasi  dan
konsiliasi     maka     nana     anggota     dewan
sengketa  yang  dipilih  dan  ditetapkan  oleh
para      pihak      scbelum      penandetanganan
Kontrak.

65.1   Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya  yang  disesuaikan  dcngan  hak-hak
yang terdapat dalam Kontrak.

65.2  Para    pihak    setuju    untuk    melaksanakan
perjanjian  dengan jujur  tanpa  menonjolkan
kepentingan  masing-masing  pihak.  Apabila
selama   Kontrak,   salah   satu   pihak   merasa
dirugikan,  maka  diupayakan  tindakan  yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.


